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REFORMASI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERSONALIA DI SEKTOR PUBLIK 
 
Oleh:  
Muh. Tang Abdullah 
(Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unhas) 
 
Abstrak 
Artikel ini bertujuan membahas secara konseptual reformasi administrasi yang terbagi dalam dua gelombang 
perkembangan. Juga membahas implikasinya terhadap manajemen personalia di sektor publik. Reformasi 
gelombang pertama menjelaskan empat pendekatan, yaitu (1) market reforms; (2) participative reforms; (3) 
flexible government; (4) deregulation. Masing-masing pendekatan tersebut tentu memiliki kelebihan dan 
kelemahan dalam penerapannya, termasuk implikasinya terhadap manajemen personalia publik. Kemudian 
muncul kelanjutan reformasi disebut sebagai gelombang reformasi sektor publik kedua. Pada gelombang 
reformasi kedua ini, mengidentifikasi empat karakter masalah yang merupakan reaksi dari pendekatan-
pendekatan yang digunakan pada reformasi putaran pertama, yaitu (1) coordination and coherence; (2) the 
public service as a corporate resource; (2) accountability; dan (4) fokus pada the increasing centrality of 
performance and quality in public management. 
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Pengantar 
Pada artikel yang berjudul Administrative 
Reforms and Public Personnel Management yang di 
tulis oleh B. Guy Peters, membahas tentang 
perkembangan reformasi administrasi dan 
pengaruhnya terhadap manajemen personalia di 
sektor publik (kepegawaian sipil). Pada awal tulisan 
disebutkan bahwa reformasi administrasi yang 
terjadi sejak beberapa dekade yang lalu, telah 
mempengaruhi semua aspek administrasi publik 
termasuk bidang pemerintahan seperti administrasi 
kepegawaian (Peters, 2001; Pollitt & Bouckaert, 
2000).  
Pada dua dekade yang lalu, pembahasan 
tentang administrasi kepegawaian negeri, fokus 
utamanya adalah sistem dan mekanisme pelayanan 
terhadap sipil (warga), dimana pejabat senior 
(manajer) harus memiliki kemampuan memotivasi 
pegawai (bawahan) dan menjadikan organisasi 
bekerja secara efektif dengan sangat kaku 
sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang 
tentang pelayanan sipil. Demikian pula, sebagian 
besar pegawai bersifat permanen atau terikat 
(Schaffer, 1973), masa jabatan pegawai yang dimiliki 
tidak dapat ditawar, gaji relatif rendah, serta tidak 
memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan 
publik. 
 Upaya-upaya reformasi yang dilaksanakan 
dalam sektor publik telah menimbulkan gaya 
manajemen personalia yang sangat berbeda, di 
mana sebagian besar pelayanan telah bercirikan 
demokrasi dan industrialisasi (lihat Hesse, Hood & 
Peters, 2001; Klingner & Lynn, 1997) daripada 
sistem pelayanan sipil yang bersifat tradisional. 
Pegawai negeri saat ini tidak lagi dikontrol melalui 
sejumlah peraturan, tetapi seringkali dipekerjakan 
berdasarkan kontrak individu dengan pembayaran 
dan prospek sangat berbeda.  
Dasar pemikiran dari chapter ini adalah 
bahwa kelangsungan reformasi manajemen 
personalia publik, dalam beberapa variasinya dalam 
sektor publik, telah menciptakan peluang-peluang 
karier yang lebih besar bagi pegawai negeri. Namun, 
pada saat yang bersamaan, perubahan-perubahan 
ini juga telah menurunkan minat untuk bekerja dalam 
banyak posisi pada sektor publik.  
Pembahasan tentang reformasi 
kepegawaian dalam tulisan ini akan dibagi dalam 
dua bagian, yaitu bagian (putaran) pertama 
reformasi yang dilaksanakan pada era 1980an dan 
1990an, yang memperlihatkan adanya sejumlah 
keuntungan yang nyata bagi pegawai. Kemajuan 
tersebut memberi kebebasan yang lebih besar bagi 
pegawai serta beberapa keuntungan ekonomis bagi 
pejabat eselon atas dalam organisasi publik. 
Kemudian putaran kedua reformasi yang merupakan 
reaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 
pada reformasi gelombang pertama. Pada bagian 
kedua ini akan dibahas beberapa kelemahan dan 
resiko yang ditunjukkan oleh pegawai negeri serta 
beberapa kelebihan dari manajemen personalia 
publik yang lama (old fashioned of public personnel 
management).     
  
Awal Reformasi Manajemen Personalia Publik 
 
B. Guy Peters telah menyinggung dampak 
reformasi administrasi selama era 1980an dan 
1990an (putaran pertama reformasi), namun harus 
dideskripsikan perubahan-perubahan yang terjadi 
dan konsekuensinya bagi administrasi personalia 
publik. Dalam mendeskripsikan reformasi ini, (Peters 
1996) telah menyatakan bahwa terdapat empat jenis 
pendekatan yang mendasari terjadinya perubahan 
yang digunakan dan diterapkan dalam demokrasi 
industrialisasi. Keempat jenis pendekatan atau dasar 
perubahan tersebut adalah market reforms, 
participative reforms, flexible government, dan 
deregulation. Penjelasan keempat pendekatan 
tersebut dapat disimak pada bagian berikut ini. 
1. Reformasi Pendekatan Pasar (Market 
Reforms) 
 Pendekatan pasar (market reforms) 
menonjolkan perombakan sektor publik dengan 
berusaha menjadikan fungsi sektor publik sejalan 
dengan prinsip-prinsip pasar. Asumsi utama yang 
mendukung pendekatan ini adalah untuk merubah 
sektor publik dari kegagalan-kegagalan pemerintah 
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dalam menjalankan fungsinya yang monopolistik 
pada semua program publik, serta mengisolasi dan 
menghalangi individu pegawai pemerintahan dalam 
berkompetisi. Sehingga, pendekatan ini 
menawarkan solusi pada setiap masalah-masalah 
pemerintahan dengan mendorong suatu bentuk 
kompetisi dalam sektor publik, apakah kompetisi ini 
antarorganisasi atau kompetisi antarindividu. 
Kemudian secara struktural, solusinya adalah 
dengan melakukan penyebaran fungsi-fungsi 
departemem ke dalam unit-unit organisasi kecil 
(disebut dinas untuk konteks Indonesia), yang 
disertai dengan otonomi dasar dalam menerapkan 
kebijakan-kebijakan, serta dalam beberapa kasus 
tertentu, juga dapat diberikan otonomi dalam 
membuat kebijakan-kebijakan (Hogwood, Judge, & 
McBicar, 2000). Bentuk reformasi ini banyak terjadi 
dalam sistem pemerintahan Australia dan Selandia 
Baru (Halligan, 2001) termasuk di United Kingdom, 
meskipun terdapat beberapa elemen gaya reformasi 
yang berbeda. 
Dalam konteks manajemen kepegawaian, 
implikasi dari jenis reformasi pendekatan pasar ini 
adalah bergesernya skema pembayaran gaji 
menurut pangkat (jabatan) yang sangat formalistik 
dan egalitarianistik ke sistem pembayaran dengan 
kontrak kinerja yang bersifat individual dan 
cenderung menghilangkan masa jabatan. Pegawai 
yang bekerja dalam pemerintahan telah 
diperlakukan seperti layaknya pegawai pada sektor 
swasta (private sector), yang banyak menekankan 
pada kinerja individu dengan memberi peluang yang 
sama dalam hal imbalan dan hukuman (reward dan 
punishment). Meskipun hal ini menurut (Perry & 
Petrakis, 1988), terbukti seringkali mengalami 
kegagalan dalam penerapannya dan banyak 
pegawai kurang termotivasi dengan perubahan-
perubahan yang terjadi. Akan  tetapi fakta tersebut 
tidak menghalangi adanya dukungan pendekatan 
pasar sebagai solusi mengatasi masalah dalam 
manajemen publik. Beberapa keberhasilan 
penerapan pendekatan pasar dapat kita lihat di 
negara seperti Swedia sangat berhasil dalam 
menjalankan jenis reformasi berorientasi pasar ini 
(Sjolund, 1994).    
Salah satu aspek yang paradoksal atau 
dapat menjadi kelemahan dalam penerapan prinsip 
pembayaran atas kinerja (pay for performance) pada 
sektor publik dimana adanya kesulitan untuk 
mengukur kinerja, apalagi jabatan-jabatan dalam 
pemerintahan melakukan pekerjaan yang bersifat 
rutinitas (berulang) dan saling berhubungan, seperti 
0LQW]EHUJ PHQ\HEXWQ\D GHQJDQ LVWLODK ´PDFKLQH
EXUHDXFUDFLHV´ ELURNUDVL PHVLQ LQL VHULQJNDOL WLGDN
efektif dalam melakukan pembayaran atas kinerja. 
Sehingga, manajer puncak (pimpinan tertinggi dalam 
unit pemerintahan) diperlakukan dengan sistem 
kontrak secara individu yang diberi bonus dan 
peningkatan gaji yang besar, sedangkan pegawai 
pada umumnya menerima pembayaran yang 
beragam. Sebenarnya hal tersebut menunjukkan 
adanya unsur ketidakadilan antara jabatan dan 
penilaian, maka serikat pekerja dengan kekuatannya 
mencoba menghalangi penerapan pembayaran atas 
dasar kinerja yang juga akan mengurangi hak-hak 
pegawai pada tingkatan yang rendah. 
2. Reformasi Pendekatan Partisipatif 
(Participative Reforms)  
Pendekatan kedua dari reformasi 
administrasi yaitu menekankan pada partisipasi. 
Pendekatan partisipasi ini menganggap bahwa 
masalah (penyakit) dalam organisasi sektor publik 
adalah prinsip hierarki yang dianggap sebagai akar 
penyebab kegagalan birokrasi. Prinsip hierarki 
menimbulkan pola pembuatan keputusan dari atas 
ke bawah (top-down), cenderung mengabaikan 
keterlibatan pegawai dalam suatu organisasi, dan 
juga mengabaikan keterlibatan publik dalam 
mempengaruhi keputusan termasuk yang berkaitan 
dengan  kepentingan mereka sendiri. Asumsi dalam 
pendekatan partisipatif adalah bahwa program-
program akan berfungsi dan berjalan secara lebih 
baik, jika mereka yang paling terkena dampak dari 
suatu keputusan diberikan lebih banyak peluang 
untuk terlibat dalam  pekerjaan dengan keuntungan-
keuntungan yang ditawarkannya. 
Solusinya, untuk menjadikan sistem 
pemerintahan bekerja dan berfungsi lebih baik 
adalah dengan membiarkan pegawai dan terutama 
publik (warga) yang terkena dampak program 
dengan cara membuka peluang-peluang untuk 
mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat 
oleh organisasi. Dengan kata lain menerapkan 
pengambilan keputusan yang bersifat dari bawah ke 
atas (bottom-up). Jika reformasi dengan pendekatan 
pasar banyak diterapkan di negara-negara seperti 
Australia, Selandia Baru, dan United Kingdom, maka 
reformasi dengan pendekatan partisipatif ini 
umumnya ditemukan di negara-negara Amerika 
Utara dan Skandinavia. 
Konsep pemberdayaan (empowerment) 
digunakan sebagai dasar dalam pendekatan 
partisipatif ini. Konsep pemberdayaan berarti baik 
pegawai maupun klien (warga sasaran program) 
harus lebih banyak diberdayakan dalam membuat 
keputusan dan memiliki pengaruh dalam proses 
pembuatan keputusan (decision making) suatu 
kebijakan. Ekstrimnya, bahwa pemberdayaan 
diartikan sebagai manajemen yang dilakukan oleh 
klien (warga) atas fasilitas-fasilitas publik seperti 
sekolah, lahan untuk perumahan publik. Hal ini 
umumnya dipraktekkan di negara Skandinavia 
(Sorenson, 1997). Pemberdayaan harus pula 
diarahkan pada birokrasi garis depan (street-level 
bureaucracy) dan pejabat eselon paling rendah yang 
terlibat langsung dalam suatu program (Vinzant dan 
Crothers, 1998).    
 Dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan 
partisipatif lebih menonjolkan pelibatan pegawai 
publik secara langsung dalam keputusan organisasi 
yang dihasilkan, yang menandakan semua 
keputusan-keputusan yang terkait dengan pegawai 
harus lebih terbuka dan transparan. Pada 
pendekatan ini terjadi perubahan dari prinsip hierarki 
yang lebih menonjolkan kinerja individu atau atribut 
individual ke prinsip kinerja yang lebih bersifat 
kolektivitas, namun tetap berusaha menilai kontribusi 
masing-masing individu. Hal inilah yang menjadi 
kesulitan tersendiri dalam tugas-tugas manajerial.     
3. Pemerintahan yang Fleksibel (Flexible 
Government) 
Pendekatan ketiga reformasi dalam sektor 
publik menyatakan bahwa apa yang salah dengan 
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pemerintahan adalah organisasi-organisasi 
pemerintah dan pegawainya (aparatur) yang bersifat 
permanen (cenderung kaku dan terikat). Konsep 
tentang masa jabatan dan pekerjaan (yang khusus 
berlaku pada pemerintahan negara Anglo-American 
dan German) bahwa pegawai negeri seharusnya 
sebagian besar terpisah dari pegawai swasta telah 
menimbulkan (dalam pandangan pendukung 
pendekatan ini) pelayanan publik yang dianggap 
terlalu mahal dan juga tidak responsive pada 
masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Pada 
tingkat organisasi, sifat permanen (kaku dan terikat 
tersebut) juga dianggap telah melembagakan solusi 
kebijakan, yang mungkin tepat atau bisa juga tidak 
tepat, untuk merubah keadaan yang ada, dinyatakan 
EDKZD RUJDQLVDVL FHQGHUXQJ PHQMDGL ³SDWK
GHSHQGHQW´\DQJFHQGHUXQJKDQ\DPHODQMXWNDQDSD
yang ada sebelumnya. 
Solusi yang ditawarkan pada pendekatan 
ini, adalah menciptakan fleksibilitas pada individu 
pegawai dan organisasi-organisasi pemerintah, yang 
bertujuan untuk mengatasi sifat permanensi yang 
tersebut di atas. Bagi pegawai, secara individual 
VDQJDW IOHNVLEHO NDUHQD GDSDW ³NHOXDU GDQ PDVXN´
untuk suatu posisi tertentu agar mendapatkan yang 
lebih mapan (more-established positions) dalam 
sektor publik. Masa kerja pegawai bersifat temporer 
atau sistem kontrak kerja (out-sourching). Diyakini 
bahwa melalui pendekatan yang disebut fleksibilitas 
pemerintahan dapat mengatasi masalah-masala 
seperti ketidakefisienan dan ketidakefektivan dalam 
organisasi publik.   
4. Pendekatan Deregulasi (Deregulation) 
Pendekatan atau versi terakhir dari 
reformasi administrasi dan mungkin hal ini sangat 
penting dalam reformasi manajemen personalia 
publik adalah pendekatan deregulasi (deregulation). 
Konsep ini bukanlah deregulasi yang berhubungan 
dengan bidang ekonomi, namun deregulasi yang 
bersifat internal organisasi sektor publik itu sendiri. 
Argumentasi dari pendekatan ini adalah apa yang 
salah dengan pemerintah adalah banyaknya aturan 
(rules) dan peraturan (regulations) di dalam sistem 
pemerintahan.  
Regulasi-regulasi tersebut di atas, 
cenderung menghalangi para manajer di sektor 
publik untuk menggunakan kelebihan-kelebihan 
yang mereka miliki, sehingga menghasilkan hasil 
yang kurang optimal dalam pemerintahan. 
Contohnya, semua aturan yang berkaitan dengan 
penggunaan uang publik menghalangi manajer 
sektor publik untuk menggunakan sumberdaya 
mereka secara efektif dan dapat membuat perilaku 
mereka menjadi tidak wajar. Contoh lain seperti 
kasus di Indonesia, terlalu banyak peraturan daerah 
(perda) dibuat oleh pemerintah daerah sejak era 
otonomi daerah ini, yang seringkali menjadi 
penghambat masuknya investor ke suatu daerah.  
Sejumlah aturan yang terlalu dominan 
dalam sistem pelayanan sipil yang dilakukan oleh 
para pegawai negeri cenderung menghalangi dan 
mengurangi kemampuan para manajer (pimpinan 
organisasi publik) untuk membuat dan menerapkan 
keputusan-keputusan sendiri (diskresi) dalam 
organisasi-organisasi publik harus dipangkas. Hal 
tersebut dilakukan untuk menciptakan kinerja 
pemerintahan yang lebih baik, ini yang menjadi inti 
dari pendekatan deregulasi. Dalam hal proses 
rekrutmen dan menetapan pegawai yang masih 
sangat normatif dan hanya melandaskan pada nilai 
efisiensi dan efektivitas organisasi, harus pula 
memperhatikan aspek nilai keadilan.  
 
Masalah Reformasi Manajemen Personalia 
Sektor Publik Yang Belum Tuntas  
 
Salah satu kelebihan dari reformasi 
administrasi, terutama bagi mereka (pegawai karir) 
yang mampu mengikutinya, adalah bahwa dalam 
satu perubahan akan dengan cepat menyebabkan 
perubahan pada aspek yang lainnya dalam sektor 
publik, artinya karier pegawai publik dapat saja 
berubah dengan cepat jika masih dirasa dibutuhkan 
dalam organisasi. Pada pembahasan reformasi 
bagian (putaran) kedua ini merupakan reaksi 
terhadap beberapa perubahan yang dianggap 
berlebihan pada pembahasan reformasi bagian 
pertama di atas dan berusaha mengembangkan 
aspek-aspek lain pada bagian kedua ini. Meskipun 
perubahan-perubahan pada bagian kedua tidak 
secara khusus menjadi kelanjutan dari putaran 
pertama, namun memberi penekanan-penekanan 
pada aspek tertentu yang secara keseluruhan tetap 
bernuansa perubahan. 
Secara khusus, pembahasan pada putaran 
kedua reformasi (the second round of reform) 
menampilkan empat karakter permasalahan dalam 
sektor publik, yang belum disentuh pada putaran 
pertama (the first round of refor) di atas, yaitu 
pertama, masalah koordinasi (coordination) dan 
keterpaduan (coherence). Kebebasan secara 
individual pegawai dan para manajer publik dalam 
membuat banyak pilihan cenderung dapat 
memperlemah kapasitas pemerintah dalam 
mengoordinasikan aktivitas-aktivitasnya, kontrol 
secara hierarki dianggap usang karena tuntutan 
pemberdayaan bagi para pegawai dan manajer. 
Namun harus tetap dibutuhkan keterpaduan 
(coherence) yang lebih luas disertai upaya 
pemberdayaan dan desentralisasi yang lebih jauh 
sebagai suatu entitas untuk mencapai kinerja 
pemerintahan. 
Kedua, pelayanan publik bersifat kerjasama 
sumber daya secara kolektif (the public service as a 
corporate resource), yaitu reaksi terhadap 
manajemen personalia publik yang lebih 
menonjolkan kinerja individual seperti disebut pada 
reformasi putaran pertama. Manajemen publik bukan 
sekedar seperangkat individu yang bekerja untuk 
pemerintah, namun harus dipertimbangkan bahwa 
pelayanan publik bersifat kolektif (tim) dengan tetap 
menyelaraskan karier individu masing-masing 
pegawai dalam pemerintahan. 
Ketiga, akuntabilitas (accountability) yaitu 
prinsip tanggung-gugat atas fungsi-fungsi 
pemerintah menjadi penekanan utama yang lain dari 
bagian reformasi kedua ini. Gregori (1998) 
menyatakan bahwa akuntabilitas diperlemah oleh 
penerapan kebijakan deregulasi, upaya 
pemberdayaan, dan juga pendekatan pasar dalam 
pemerintahan. Padahal akuntabilitas merupakan 
nilai esensial dalam administrasi publik. Untuk itu 
para pimpinan politik dan pemerintahan perlunya 
menyadari kembali poin yang fundamental dalam 
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organisasi publik dan pegawai negeri harus 
mempertanggungjawabkan akitivitas-aktivitasnya. 
Metode akuntabilitas tidaklah harus melalui kontrol 
parlementer atau pengadilan, namun prinsipnya 
akuntabilitas diletakkan pada posisi utama dalam 
suatu kekuasaan (Aucoin & Heintzmen, 2000). 
Keempat, fokus pada peningkatan kinerja 
dan kualitas manajemen publik (the increasing 
centrality of performance and quality in public 
management). Gagasan yang keempat ini 
merupakan perluasan dari pendekatan pasar 
(market-based) terutama ide melayani pelanggan 
(serving the customer) tapi juga pengembangan 
pada konsep kualitas dalam pendekatan partisipasi 
dalam reformasi. Pendorong utama reformasi ini 
adalah tujuan yang sangat mendasar dari reformasi 
pemerintahan yaitu menyediakan pelayanan yang 
lebih baik kepada warga.    
Kecenderungan adanya tuntutan yang lebih 
besar pada kebutuhan koordinasi dan penerapan 
prinsip akuntabilitas adalah untuk mengatur kembali 
sektor publik (Hood, at al. 1999), setelah reformasi 
putaran pertama melakukan sejumlah perubahan 
seperti menghapus banyak aturan yang dianggap 
menimbulkan masalah. Pada putaran reformasi 
selanjutnya terutama terkait dengan koordinasi dan 
akuntabilitas, maka dibutuhkan seperangkat aturan 
baru yang jadi pedomannya. Dalam konteks regulasi 
generasi kedua bersifat ex post, dan generasi 
pertama disebut ex ante.  
Saat ini, para manajer publik diberi ruang 
untuk membuat keputusan sendiri dan kemudian 
dinilai kinerjanya. Dalam kontrol yang bersifat ex 
ante, para manajer publik harus mendapat 
persetujuan dalam hal mempekerjakan dan 
penggunaan anggaran. Sementara pemeriksaan 
yang bersifat ex post pada tindakan administratif 
adalah suatu bentuk akuntabilitas yang telah 
menjadi semakin penting untuk pengawasan dalam 
sektor publik.  
Fokus perhatian pada reformasi putaran 
pertama dengan pendekatan pasar adalah pada 
upaya penghematan anggaran dan efisiensi dalam 
penggunaannya, sementara pembahasan reformasi 
putaran diarahkan pada yang lebih fundamental 
yaitu tentang apa yang dihasilkan (kinerja). Kinerja 
organisasi dan program-program pemerintahan telah 
dihubungkan secara langsung pada anggaran 
(Radin, 1998) sehingga dalam penilaian kinerja tentu 
memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat riil 
dan signifikan terhadap organisasi yang terlibat. 
Penilaian kinerja ini bisa dicapai dalam banyak cara, 
seperti mempergunakan media publisitas dan 
³QDPLQJGDQVKDPLQJ´\DLWXGHQJDQPHQ\HEXWGDQ
mempermalukan para manajer publik dan organisasi 
publik yang berkinerja buruk (Gosling 2000), dan 
banyak lagi cara lain yang bisa digunakan sebagai 
perbandingan ukuran kinerja. Misalnya 
PHQJJXQDNDQ WHNQLN ³RUJDQL]DWLRQDO UHSRUW FDUGV´
yang memuat ukuran-ukuran estándar secara 
obyektif tentang kinerja organisasi (Gormley & 
Weimer, 1999). Metode dan sistem kinerja ini diatur 
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Berbagai bentuk reformasi yang ditemukan 
dalam kelanjutan reformasi putaran kedua memiliki 
banyak implikasi bagi manajemen kepegawaian. 
Namun, yang penting untuk diperhatikan adalah 
bahwa reformasi putaran kedua lebih memiliki fokus 
yang sistemik daripada fokus pada individu. 
Reformasi pertama mengarahkan pada cara-cara 
dimana pegawai negeri secara individu direkrut, 
dihargai, dan dilibatkan dalam aktivitas organisasi. 
Dorongan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik 
berarti membutuhkan banyak waktu dan energi 
dialokasikan untuk memastikan bahwa para manajer 
publik diberikan alat untuk menjadikan organisasi 
dapat efisien dan efektif, dengan sedikit penekanan 
pada hasil (output) dari organisasi tersebut atau  
dalam hubungannya dengan otoritas politik.  
 Seperti yang dinyatakan diatas, pendekatan 
kinerja dan kualitas mungkin aspek paling penting 
dari perubahan-perubahan yang digunakan selama 
reformasi putaran kedua, tidak saja untuk merubah 
aktivitas-aktivitas pemerintah secara umum, namun 
juga untuk menekankan pada perubahan dalam 
manajemen kepegawaian negeri. Kinerja pegawai 
negeri secara individu dan berbagai usaha 
menjadikan mereka berkinerja lebih baik dengan 
cara memberikan insentif-insentif yang berbeda. 
Pola penghargaan (atau hukuman) kinerja individu 
kemudian di dalamnya telah ditambahkan lebih 
banyak tentang dimensi kinerja kolektif pada 
reformasi putaran berikutnya. Hal ini berarti bahwa 
tidak saja penting menilai bagaimana individu 
melakukan pekerjaannya, namun juga yang penting 
bagaimana mengukur seberapa bagus 
organisasinya bekerja dengan memberikan 
penghargaan pada jenis kualitas pelayanan yang 
disediakan. 
 Penekanan pada manajemen kinerja 
cenderung menunjukkan perlunya kriteria-kriteria 
penilaian yang berguna, baik bagi para manajer 
maupun warganegara. Diketahui bahwa 
akuntabilitas saat ini telah dialihkan pada publik 
melalui kriteria-kriteria dan peraturan kembali 
kinerja, kriteria-kriteria yang digunakan untuk 
mengukur kinerja menjadi penting. Tentunya, dalam 
dunia politik, kriteria-kriteria yang digunakan untuk 
penilaian selalu bisa menjadi subyektif, namun 
dengan adanya suatu kesepakatn terhadap apa 
yang menjadikan program-program pemerintah dan 
pegawai mereka menjadikan proses yang lebih adil 
dan pada akhirnya lebih efektif. Bahkan sistem 
manajemen kinerja yang paling mutakhir tampaknya 
mengalami kesulitan mencapai kesepakatan, seperti 
yang di Amerika Serikat dalam menentukan kriteria-
kriteria dalam Government Performance and Result 
Act, pada tahun 1993 (Peters, 2001). 
Ambiguitas kriteria-kriteria yang digunakan 
untuk penilaian kinerja terhadap pegawai negeri dan 
menunjukkan adanya politisasi dalam proses 
penilaian kinerja, menimbulkan banyak masalah 
baru bagi para manajer publik. Logika dasar 
pendekatan pada akuntabilitas adalah jika suatu 
program gagal, maka hal ini hampir selalu menjadi 
masalah para manajer atau pegawai pemerintahan 
lain. Pendekatan tersebut gagal memperhitungkan 
!"#$%$&'()'*(!+,-'*./*'*!"#$%!&'!(#%!&)!*+,-+./!±!*-,/!0&)&! !"!
 
semua kemungkinan lain terhadap kegagalan, 
seperti program-program yang disusun kurang 
bagus dan sumberdaya yang tidak memadai atau 
bahkan warganegara yang tidak dipersiapkan 
dengan tepat untuk menerima keuntungan-
keuntungan dari program tersebut. Contohnya, 
penekanan pada akuntabilitas di sekolah-sekolah 
Amerika Serikat dan beberapa negara lain, 
tampaknya menganggap bahwa sekolah gagal 
karena kinerja pengajar dan kepala sekolah yang 
buruk akibat dari ketidaksesuaian pembayaran atau 
ketidaksesuaian dukungan orangtua murid.  
 Akhirnya, individualisasi dalam manajemen 
kepegawaian negeri tidak memberikan manfaat lebih 
bagi individu bersangkutan seperti yang 
dibayangkan, dan tentunya memiliki konsekuensi-
konsekuensi negatif bagi pelayanan publik sebagai 
suatu lePEDJD .HEHEDVDQ XQWXN ³NHOXDU GDQ
PDVXN´ GDODP RUJDQLVDVL SHPHULQWDKDQ WHODK
memperlemah posisi nilai-nilai pelayanan publik, 
seperti nilai kejujuran dan keadilan, yang harus 
ditanamkan ke setiap individu pegawai dalam 
melaksanakan tugas-tugas pelayanan.  
 
Kesimpulan  
Melihat gelombang reformasi administrasi 
sektor publik, yang diulas dalam tulisan oleh B. Guy 
Peters ini, tampaknya sejalan dengan 
perkembangan paradigma pemikiran dalam ilmu 
administrasi publik, terutama perspektif New Public 
Management (NPM), yang juga berkembang di akhir 
tahun 1980an dan awal tahun 1990an. Menurut 
Islamy (2003:54-66) dan Mindarti (2007:165), bahwa 
perspektif NPM tersebut ditandai dengan munculnya 
konsep managerialism yang dikembangkan oleh 
Pollit (1990), konsep new public panagement 
dikembangkan oleh Hood (1991), konsep market-
based adminitration yang dikembangkan oleh Lane 
& Rosembloom (1992), dan konsep reinventing 
government yang dikembangkan oleh Osborne & 
Gaebler (1992). Konsep-konsep dalam pendekatan 
NPM ini terutama banyak dilandasi dan diwarnai 
pemikiran teori pasar (market theory) dan teori 
pilihan publik baru (new public choice theory).      
Dua gelombang reformasi dalam sektor 
publik secara dramatis tentu menimbulkan banyak 
implikasi, baik positif maupun negatif terhadap 
individu pegawai dan juga organisasi publik. 
Reformasi gelombang pertama telah menjelaskan 
adanya empat jenis pendekatan dalam reformasi 
sektor publik, yaitu (1) market reforms; (2) 
participative reforms; (3) flexible government; (4) 
deregulation. Masing-masing pendekatan tersebut 
tentu memiliki kelebihan dan kelemahan dalam 
penerapannya, termasuk implikasinya terhadap 
manajemen personalia publik.  
Oleh karena itu, muncul kelanjutan 
reformasi yang disebut sebagai putaran atau 
gelombang reformasi sektor publik kedua. Pada 
bagian pembahasan ini mengidentifikasi empat 
karakter masalah yang merupakan reaksi dari 
pendekatan-pendekatan yang digunakan pada 
reformasi putaran pertama, yaitu (1) koordinasi 
(coordination) dan keterpaduan (coherence); (2) 
pelayanan publik bersifat kerjasama sumber daya 
secara kolektif (the public service as a corporate 
resource); (2) akuntabilitas (accountability); dan (4) 
fokus pada peningkatan kinerja dan kualitas 
manajemen publik (the increasing centrality of 
performance and quality in public management).  
Muara dari semua bentuk reformasi 
sebagaimana dijelaskan di atas, tiada lain adalah 
untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas 
pelayanan kepada publik, baik secara individual dari 
para pegawai maupun secara organisasi dalam 
semua tingkatan pemerintahan.   
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